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NOMOR 4  TAHUN 1598

TEHNTANG
PAJAX HOTEL DAN RESTORAN

DENGAN RAKHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI KEPALA DAERAH TINGEAT II MUARA ENIM

Menimhane : a. bahwa denpan ditetapkannya Undang-undang Nomor 18
Talun 1987, tenlang Pajak Daerah dan Retribusi
fasrah. Pajak Pemhangunan [ diubhah menjadi Pajak
Hotel dan Eestoran;

h. hahwa Peraturan dacrah Kabupaten Dacrah Tingkat Il
Muata Enim Momor 15 Tahupn 1581 tentang Panjak
Pembaneunan | heserta perubahannys perlu disesuai-
kar:

o, bahwa wntuk melaksanakan penyesuaian sebagnimana
dimaksod hvurul b, perlu mengatur kembali Pajak Hotel
gdan Bestoran yang i itetapkan dalam Peraturan Daecah,

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1839 tentang Pembentua-
kan Dasrah Tingkat I1 dan Kotapraja di  Sumalera
Selatan  (Lembaran Wegara Tahun 1953%  Nomor {5
Tamhahan Lemharan Negara Nomor/%13);

3, Undang-undape ¥omor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok
Pemerintahan i Daerah (Lembaran Negara Tahun 1974
Yomor 3%, tamaahan Lembaran negara Nomar 303705

Wy Undang—undwng Homar & Tahun 1881 tentanne  Hukum
Acara Pidana I:I.,_‘,.,_...J,_f,.;.,,-..-q Ll me 145 ﬂWl}ﬁJurd;ﬁ"lm”
hdméa;ah T ?%}'

4, Undang-undang Naomor 17 Tahun 1997 tentang Badan
Penvelesaian Sengkefa Pajak (Lembaran Negara Tahun
1597 somor 40. Tambahan LemBaran Negara Nomor 36845

5. Updang-undang Homor 18 Tahun 1897 tentang Pajak
PDacrah dan Rerribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun
1997 Nemor 41, tambahan Lemharan Negara Nomor 3685);

&. Undang-undang Namoar 9 Tabun 1997 tentang Penagiban
Pziask dengan  Surat Paksa (Lembaran MNegara Tahun
1957, Namor 42, Tambahan Negara Nomor J686]

e |

Peraturan Pemerintah Nomor LS Tahun 1897 tentang
aiak daepran {Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 54,
Tambahan Lembaran Negara Nomor 36%91);

2. Peraturan



111.

Saraturen Menteri Dalzm Negeri Nomor 4 Tahun 1997
centang penyidik Pegawai Hegerd s5ipil dilingkungan

Femerintah Daerah;

Eeputusan Menteri Dalam Negeri Nomor H4 Tahun 1953
tentang Bentuk Peraturan Daerab dan Peraluran aerah
Perubahan:

Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor @ 170 Tahun
1597 tentang Pedeman Tata Cara  Pungutan Pajak
Daecrah.,

eputusan Menetri Dalam Negeri Momor 173 Tahun
1957 Lentang Tala Cara Pemeriksaan di Bidang Pajuk
Naerah.

Dengan Persetujean Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daertah

Tingkat 11 Muara

Enim.

MEMUODTUS KaN

Menetapkan : PERATURAN TDAERAH KARUBRATEN DAERAH TINGEAT II  MUARA
ENIM TENTANG PAaJAK HOTEL DAN RESTORAN,

BAR T
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam FPeraturan Dasrah ini yang dimaksud dengan

a .,

Daerah adalah Kabupaten Daerah Tingkat 11 Muarn
Enim.

Pemerintah Daerah sdalah Pemerintsnh Kabupaten Daerah
Tingkat [I Muara Enim.

Yepala Daerah adalah Bupati Kepala Daerah Tingkat 11
Muara Enim. .

Dlinas Pendapaten Daerah adalah Dinas Pendapalan
Daerah Xnbupaten Daerah Tingkat 11 Muara Enim.

Pajak FHotel dan Restoran Yang selanjutnya disebul
Pajak adalah pungutan daerah stas pelavanan hote |
dan restoran.

Hotel| adalah bangunan vang khusus disediakan bagl
orang untuk dapat menginapfistirahat, memperoleh
pelayanan, fan atau fasilitas lninnya dengan
dipungut bavsran, termasuk bangunan loinnys yang
menyatu, dikelola dan dimiliki oleh pihak yang sama
kecunli untuk pertokoan dan perkantoran.

g. BRestoran ........ ;



Restoran &tau rumsh makan adalah tempat menyentap
makanan dan &8tau minumam yeng disediakan cengan
dipungut bayaran, tidak termasuk uzehs Jjasa boga
atau katering.

Pengusaha hotel dan restoran adalah perorangan atau
badan vang menyelenggaraken usaha hotel dan restoran
untuk dan atas namanva sendiri atau untuk dan ACas
nama pihak lain yang menjadi tanggungannyi.

surat Pemberitahuan Pajak Daerah yang selanjutnya
disingkat SPTPL adalah Surat yang digunekan oleh
Wajib Pajak untuk melaporken penghitungan dan
pembayaran Pajak Yyang terutang menurut peraturan
perundang=undangan perpajakan daerah.

surat tetoran rajak Daerah, yang zelanjutoya
disingkat S5PD  adalah surat yang digunakan cleh
Wajitilb Pajak untuk melakukan pembayaran atau

penyeturan pajak yang terutang ke Kas Daerah atau ke
tempat lain yang ditetapkan eoleh Kepala Dagrah.

Pejnbat  adalah Fegawai vang diberi tugas tertentuy
ditidang Perpajakan Daerah sesual dengan Peraturan
Perundang-undangan yang berlaku.

cural Ketetppan Pajak Daerah, Yang selanjutnys
disingkat SXPD eadalabh surat keputusan Yang mMmenen
tukan besarnva jumlah pajnk yang terutang.

surat Ketetapan Paejak Deerah Kurang Bayar Yyang
salanjutnya disingkat SKPDKE adalah surat keputusan
vang menentukan besarnya jumlah piajak yang terutang,
jumlah  kredit pajak, jumlah kekurangan pembayaran
pokok pajak, besarnya sanksi administrasi, dan
jumlah vang masih harus dibayar.

Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan,
vang selanjutnya disingkat SKPDKET, gdalah surat
keputisan yang menentukan tambahan atas jumlah
pajak vang telah ditetapkan.

sural HKetetapan Pajak Daerab Leblh Bayar, YBNE
celanjutnya disingkat SKPDLE adalah surat kepulusan
vanp menentukan jumlah kelebihan pembayarin pajak
warensa  jumlah kredit pajak lebih besar daru pajak
vang terutang atsu tidak seharusnys lerutang.

Surat Ketetapan lPajak Daerah MNihil, vyang selanjutnya
disingkat SkEDN, adalabh surat keputusan YANg
menentukan jumiab paiak vyang terutang sama  besarnya
densgan jumtah kredit pajak, &tau pajak tidak
terutang dan tidak ada kredit pajak.

i BnEaEt oyl b i



SutrTat Tagihan Faiak Deerah YADE selanjutnya
disingkat STFD, adalah surat untuk melakukan tagihan
pajak dan sanksi administrasi berupa bunga dan stau

denda .

Wajik Pajak adalah pengusahs hotel dan restoran.

B A B IT
MNaMA, DEYEK DAN SURYEKE PAlAXK
Pasal 2

Denzen nama Pajak Hotel dan Restoran dipungut Pajak
atas setiap pelavenen di  hotel dan restoran.

obyek  Pajak  adalah setiap pelayanan yang di
sediakan dengan pembayaran di hotel dan
restoran.

Obyek Pajak sebapaimana dimaksud pada avat  [2)
meliputil

g, Fasilitas penginapan atay fasilitas tingeal
jangxa pendek, antera lain : gubuk pariwisata
icotteze), motel, wisma pariwisata, pesanggrahan

thostel), lasmen dan rumah penginapan termasuk
rumabh  kos dengan jumlah kamar I35 atay tebih
YEng menyediakan fasilitas seperti rumah

DEnEinapan;

bh. Pelavanan penunjang antara lain telepon, faximil,
telax, fotocopi, pelayanan cuci, setrika, taksi
dan pengangkutan lainnya, yang disediakan atau
ilikeloala hotel;

. Fasilitas olahraga dan hiburan, antara lain Pusat
Kebugaran ( Fitnes center }, kolam renang, lenis,
enlf, karaoke, pub, diskotik, yang disediakan
atau dikelola hotel;

d. Jasa persewaan ruangan untuk kKegiatan acara
atau pertemuan di hotel;

]

Fenjualan makanan dan atau minuman ditempat
vang diserlai denzan fasilitas penyentapannys;

Fazal 3

Dikecualikan Jdart abjek pajak adalah

i,

Penvewaan rtumah atuw kamar, apartemen dan fasilitas
tempat tinggal lainnya yang tidak menvatu denpgan
hotel;

.-"|!-_i I eLmiel Z|.=E Ty M5 HN Lremn u
CaoEBas TR EAs Gl sy



c. Fasilitas olshraga dan hiburan yeng disediskan di
notel yang dipergunaken oleh bukan tamu hotel dengan
pembavyeTAnR |

d, Pertokoan, perkantoran, perbankan, salon YANER
dipakai oleh umum di hotelj

e. Pelavanan perjalanan wisata yang diselenggarakan
aieh hotel dan dapat dimanfastkan oleh umum;

f. Pelavanan jasa bogsa/katering;
Fasal 4
subyek Pajak Hotel dan Retoran adalah orang pribadi
stau badan vanog melakukan pembayaran Aatas pelavanan
hotel dan stese rTestoran.
BAE T11
DASAR PENGENAAN DaN TARIF PAJAK

FPasal 5

Dasar FPengenaan Pajak adalah jumlah pembayaran ¥ang
dilakukan kepada hotel dan atau restoran.

Paszal &

Tarif pajak ditetapksn sebesar 10 & [sepulub persen).

BAR TV
WILAYAH PEMUNGUTAN DAN CARA PENGHITUNGAN FPaATAK
Paszal 7

{1]. Pajak wang terutang dipungut di wilayah Daerah.

{2). Besarnya pajak terutang dihitung dengan Cara
mengnlikan tarif sebagaimana dimaksud dalam Pasal &
fengan Odasar pengenaan sehagaimana dimaksud dalam
Pasal 5.

E A B W

MASA PATAK, SAAT PAJAK TERUTANG DAN
SURAT PEMBERITAHUAN PAJAK DAERAH

Pa=zgl &

Masa Pajak ndalah jangks waktu btesderiu YADE lamanysa
b i AR L] KEepala Tiaprab ssbagadd otk
MRy e Peiak—terutang . / AR/ m TaxAdn

I
Pasal 5§ ......-




Peijak

Pasal dirj?

Terutanz dalam masa pajak terjadi pada saat

pelavanan di hotel dan restoran.

L

asal +1[f
Setiap Wajih Pajak wajib mengisi SFTFD.

SPTPD sebazaimana dimaksud pads avat (1) harus dilal
drngan  jelas, benar dan lenskap serta ditanda
S5TTPED sebagaimana dimghgud.;;égﬂuh}J
Aarus disampaikan kepada Kepala Daerah pkan
selambzt-lambatnya 15 (1ima LETUER A
setelan

berakhirnya masa pajak.

BAR VI
TATA CARA PERHITUNGAN DAN PENETAFAN PAJTAK
Pasal jla

Berdasackan  SPTPD sehagaimans dimaksud dalam Pasal
11 awat 11), Kepsla Daerah menetapkan pajiak
terutang dengan menerbitkan SKPD.

spahila SKPFD  sebagaimana dimaksud pada ayat (1}
tidak atau kurang dibayar setelah lewast waktu paling
lama 30 [tiga puluh) hari sejsak SKPD diterima,
divenakan sanksi administrasi berups bunga sebesar
2 % (dua persen) sebulan dan ditagih dengan
meperbitkan ST,

Paesel 14~

Wzjiib Pajak yang membayar sendirl,3PTFD sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) digunaken untuk
menghitung, memperhilungkan dan menetapkan pajak
sendiri vang terutang.

Dalam jangks waktu 5 {lima} tahun seszudah saat
terutangnya pajak, Kepala Daerah dapat menerbitkan
a. SEPDKB;

L. SKPDKBT;

¢, SHEPDON;

(3. SKPDEB ..oy



ik

raj.

SKPDXE sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruef a
diterbitkan

a. Apabila berdasarkan hasil pemeriksaan atau
keterangan lain pajak yang terutang Gtidak atau
kurang dibayar, dikenakan sanksi administrasi
berupa bunga sSebesar 2 % (dus persen} sebulan
dihituneg dari pajak wang kurang atau terlambat
dibayar untuk jangka waktu paling lama 24 {dua
puluh empat) bulan dihitung s¢jak sant terutang
nve pajak.

b. apabils SPTPD tidak disampaikan dalam jangka
walkiu vang ditentukan dap telah ditegur Secsara
Lertulis, dikenakan sanksi administrasi berupa
bunga schesar 2 % (dua persen) sebulan gdihitung
tari pajak v¥ang kurang atau terlambat dibayar
untok  jengka waktu 24 [(dua puluh empat) bulan
dihitung sejsk saat terutangnya pajak.

Apabila kewsjiban mengisi SPTFD tidak
dipenuhi, pajak yang terutang dihitung secara
jebatan, dan dikenakan sanksi administrasi berupa
kenaikan celesar 25 % (doa pulub lima persen)
dari pokok pajak ditambah sanksi pdministrasi
berupa bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan
dinitung dari pajak yang kurang atau terlambat
dibavar antuk jangka waktue paling lams 24
{dua puluh empat) bulan dihitung sejak saat
terutangnya pajak.

¥

SKEPDKRT sebagaimaona dimaksud pada ayal (2% hurul b
diterbitkan apabkila ditemukan data baru atau data
yang semula belum tarungkap Yang menyebabkan

penambahan jumlah pajak VANE terutang, akan
dikenakan sanksi administrasi berupn kenaikan
sebesar 100 e (seratus persen) dari jumlah

kekurangan pajak tersebul.

SKPDY  sebagaimapa dimaksud pada  ayal (2) hurunf c
diterbitkan apabila jumlah pajak ¥ang terutang
Zama besacnyda dengan jumlah kredit pajak atau
pajak tidak terutang dan tidak ada kredit pajak.

apsbila kewajiban membayar pajak terutang dalam
SKTNER dan SEPDEBT sebagaimana dimesksud pada ayat
(21 huruf a dan b tidak &tau tidak sepepuinya
ditavar dalam jangka waktu vang telah ditentukan,
ditagih dengan menerhitkan STPD dicambah dengan
sanksi administrasi berupa bunga 2 % (dua persend
sebulan,

Penambazhan jumlah pajax y¥ang Lern £
sebzgaimana dimaksud ayat (£ cidak
Aikenakan oada wajibk pajak apabi-oa
melaporkan sendiri  sefelunm diizkukan

EAB- WIT ou i aiae eiei e

tindakan pemeriksaan.
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BaB VII
TATA CARA PEMBAYARAN
Pasal 13

Pembavaran pajak dilakukan di Kes Daegral atau rcempat
lain ¥eng ditunjuk oleh Kepala Daerah sesual waktu
vang ditentukan dalam SPTPD, SKPD, SKPDKB, SKPDXAT
dan STFD,

Apabila pembaynran  pajak dilakukan ditempat |min
vang ditunjok, hasil penerimaan pajak harus di setor
ke Kas Daerah seclanbat-lambatnya 1 x 24 jam atau
dalam waktu yang ditentukan oleh Kepala Daerah.

Pembayaran pajak sebagsimana dimaksud pada ayat (1)
dan avat (2] dilakukan dengan menggunakan SEFD.

Pasal 1.5 14

Pembayaran pajak harus dilakukan sekaligus atau
lunas.

Kepals daerah dapat memberikan persetujuan kepada
Wejih Pajak untuk mengangsur pajak terutang dalam
kurun waktu tertentuw, setelah memenuhi persyvaratan
veng ditentukan.

Angsuran pembavaran pajak sebagaimana dimaksud pada
avat (2}, harus dilakukan secarm fteratur dan
Lerturut turut dengan dikenakan bunga sebesar 2 &
([dua persen) sebulan dari jumlabh pajak yang belum
stau kuraneg dibayar.

Kepala Daerah dapat memberikan persetujuan  kKepada
Wajibh Pajek untuk menunda pembayaran pajak sampal
batas waktu yang ditentukan setelah memenuhi
rersaveratan vang ditentukan depgan dikenakan bunga
2 % ({dua persen) sebulan dari jumlah pajak yang
belum steu kurang dibavar.

Persyaratan untuk dapat mengangsur dan menunda
pembavaran serta tata cara  pembayaran ANEsUTAN
dan penundaan sebagaimana dimsksud pada ayat (2)
dan arvat {(4), ditetapkan oleh Kepala Daerah.

Tasal +615

Seliap pembayaran pajak sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 15 diberikan tenda bekti pemnbayvaran dan
dicatat dalam buku penerimaan.

Bentuk, Jenis, T1s1, uvukuran tanda bukti pembayaran
dan ki venerimaan  pajak sebagaimana dimaksud
pada ayat {1), ditetapkan oleh Kepalan Daerah.

BAB WILII . acaimmmsannse



BAE YVWI1II
TATA CAERA PEHACIHAN Palak
Pasal 17 1&

{1). Surat Teguran atau Surat Peringatan atau surat lain
vang sejenis sebagai awal tindakan pelaksanaan
penagihan pajak dikeluarkan 7 {(tojuh) harl sejak
z=gat jatuh tempo pembayaran.

(2], Dalam jangka waktu 7 {(tujuh) hari setelah tanggal
surat Teguran atau Surst Peringetan atau surat
tnin vang sejenis, Wajib Pajak harus melunasi  pajak
yvang Lerutang.

{3}. Surat Teguran, Surat Peringatan atau gurat lain yang
Sejenis sehagaimana dimaksud pada aval (1]
dikeluarkan oleh TFejabac.

Pasal 17

[1). Apahila jumiah pajak vang masih harus dibayar
tidak dilunasi dalam Jjangks waktu sebagaimana
ditentukan dalam Surat Teguran atau Surat
Perinpatan atau surat lain yang sejenis, jumlah
pajak yang harus dibavar ditagih dengan Surat Paksa.

{2}, Pejakat menerbitkan Sural Paksa segera setelah lewat
21 {dua puluh satu) hari sejak tanggal Surat Teguran
atae Surat Peripgatan atau surat lain vang sejenis.

Pasal 141F

apabils pajak wang harus dibayar tidak dilunasi da | am
jangka waktu 2 x 24 jam sesudah tanggal pemberitahuean
Surat Paksa, Pejabat segera menerbitkan Sural Ferintah
Melakzanaskan Penylitaan.

Pasa! 26 19

ceteleh  dilakukan penvitaan dan Wajib Pajak belum Juga
melunasi utang pajaknys setelah lewat 10 {sepuluh) hari
cejak  tanggal pelaksanaan Surat Perinian Melaksanakan
Penyitaan, FPeijabat mengajukan permintaan penetapan
tanpgal pelelangan kepada Kantor Lelang Negara.

pasal 20
terelah Kantor Lelang Nepara menetapkan hari tanggal, jam

dnn  tempat pelaksapaan lelang, Juru Sita memberitabukan
dengan segera secarsa tertulis kKepada Wajlib Fajnk.



Aentuk,

Pasal 2/

Jenis den  isi formulir yang dipergunakan untuk

pelaksapsan penagihan pajak daerah ditetapkan aleh Kepala

Daerah.

(1}

o

Bab IX

PENGURANGAN, KERINGANAN DAN
FEMBEBASAN TAJAK

Pasal Z2Z

Kepala Daerah berdasarkan permohonan Wajib Pajak
dapat memberikan pEngurangan, keringanan dan
pembebasan pajak.

Tats cara pemberian  pengurangan, keringan dan
pembebasan pajak schagaimana dimaksud pada ayat (1),
ditectapkan oleh Kepala Daerah.

BaB X

TATA CARA PEMBETULAN, PEMBATALAN,
PENGURANGAN KETETAPAN, DAN PENGHAFPUSKAN ATAU
PENGUEANGAN SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 24Z3

Xepala Daerah karena jabatan atau atas permohonan
Weijibh Pajak dapat

a, membetulkan SXPD atau SKPDEBR atau SKPDKET aAtau
STED wang dalam penerbitanya terdapat kesalahan
tulis, kesalahan hitungan, dan atau kekeliruan
dalam penerapan  peraturan perundang-undangan
perpajakan Daerah;

b, memhatalkan atay mengurangkan ketetapan pajak
vang tidak benar;

mengurangkan ataw menghapuskan sanksi administra-

1

5i berupa bunga, denda dan kenaikan pajak ¥8ng
terutang dalam hal sanksi tersebut dikenakan
Yarena kekhilafan Wajib Pajak atau bukan karena
Fesalahannya,

(2). Permohon8n ...-.cevaianas



L,

%

F2d .

Esrmohonan pambetulan, pembetalan, PENEUrANEAT
ketetapan dan penghapusan atay  Pengurangan sanksi
administrasi atas SKEPD, SKPDKB, SKFDEBT dan STFPD
sehagaimana r:maﬂsud pade ayat (1)} barus disampaikan
secara tertul aleh Wajib Pajak kepada Kepala
Dacrab,atau Fujahat ze lambat-lambatnya 30 {(Liga
puluh) hari sejak tanggal diteima SKPD, GSkFDKEB,
SKPDKELT atau STPD dengan memberikapn alasan Yang
jelas,

Kepalan Daerah ataw Pejabat paling lama J ttiga)
bulan =sejak permohonan sebagaimana dimaksud pada
avat P20 diterima, sudah hrrus memberikan
keputusan,

Apahila setelah lewat waktu 3 (tiga) bulan sebagni-
mana dimaksud pada aval (3) Kepala daerah atau
Pejabal tidak memberikan keputusan, permohonan
pembetulan, pembatalan, pengurangan ketetapan dan
penghapusan  atag  pengurangan  sanksi administrasi
dianggap dikabulkan.

BaB XI
KEEERATAN DAN BANDING

Pazal 3524

Waiilh Pajek dapat mengajuksn keberatan hanya kepada
Kepala Daerah atau Pejabat atas sualu

a. SKPD;
. SBKFIDEE;
c. SKPDEET;

d. SKPDLE;
. SKPDM;

f Pemoinpean. abal —pacdeadten-eleb pihak  Ketigas
3 ¥ s - A-
I:!'I' ;Ira”E hiFI!iI“iﬂ

Permohonan keberatan sebagaimana dimaksud pads  ayat
(1) harus disampaikan secara tertulis dalam bahasa
Indonesia paling tama 3 {tiga) bulan sejak tanggal
SKPT, SKPDKB, SKPDKBT, SKPDLE, SKPON diterima oleh
ﬁdJ1L Pajah Adad £ANgEal REMOLONTE R 0L 1L QAT
% THTTE uu.15H‘3thﬂﬂu+m&ﬂ&v&+mﬂ&ﬁu4——§ada——a¥&t
i44-daﬁgaﬁ—t+ﬂﬁﬁﬂ-g¢ng_4ﬂiaa kecuali apabila Wajib
Pajak dapat menunjukan bahwa jangka waktu itu tidak
dapat dipenuhi karena keadaan diluar kcekuasaannya.

Kepala daerah atau Pejabat dalam jangka waktu paling
lame 12 (dua belas) bulan sejak tanggal surat
permoltonan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat
{2} diterima, sudah memberikan keputusan.

(dkn ApEbLTa s viiak



14y, Apabila setelah Jlewat waktu 12 (dua belas) bulan
sebagaimana dimaksud pada ayat (3) Xepala daerah
atnu Pejsbat tidak memberikan keputusan,permohonan
keberatan dianggap dikabulkan.

(5], Pengajuan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat
(1] tidak menunda kewajiban membayar pajak.

Pasal %'E-.Ef

{1). Wajib Pajak dopat mengajukan banding kepada Badan
Penvelesaian Seogketa Pajak dalam jangka waktu 3
[tiga) bulan setelah diterimanya keputusan
kebeorartan.

{2}. Pengajuan banding sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
tidak menunda kewajiban membayar pajak.

Pasal 29 20

apabila pengajuan keberatan sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 2§ atau banding sebagaimana dimaksud delam Pasal 26
dikabulkan sebagian Etsu selurtuhnya, kelebihan
pembayaran pajak dikembalikan dengan ditambah imbalan
bunga sebesar 2 % (dua persen) sebulan untuk paling | ama
24 {dua puluh empat) bulan.

Eal XI1
PENGEMBALIAN KELERIHAN PEMBAYARAN FATAK
Fasal 2BIT

{11. Wajib Pajak dapsat mengajukan permohonen pengemba-
| ian kelebiban pembayaran pajak kepada Kepala Daerah
atsu Pejabat ———————h "320aY3 Eertnlis Ssngan

- - | - Jum— -
NZEMYSDLIICRALN Seurang~Siirsnansy =

I:E] i [t B =} = TR | o | ) L 3 b

L L 1A 2 LS =190 OEgaict-
rE dan Elamab wstib pejaic;

L
i
1
I
L

(3%, ADEBILA Jongre moansa o cucage .
avat (2} dilampaui Kepala Dserah atau Pejabat
tidak memberikan keputusan, permohonan pengembalian
Yelehihan pembayaran pajak dianggap dikabulkan dan
SKENLE  harus diterbitkan dalam waktu paling lama 1
f=ztul bulan,

(4], apabila Wajib Pajak mempunyai utang pajak leinnya,
kelebihan pembayaran pajak sebagaimana dimaksud pada
ayvat [2) langsung diperhitungkan untuk melunasi
terlebih dahulu utang pajak dimaksud.

(5). Pepgembalian .........



$). Pengembalian kelebihan pembayaran pajek dilakukan dalam
waktu paling lama 2 (dus) bulan sejak diterbitkannya
SKPODLE dengan menerbitkan  Surat Perintah MembAaYaT
Kelebihan Pajak { SEMEP).

(6). Apabila pengembal ian kelebihan pembayAT AN pajak
dilakukan setelah lewat waktu 2 (dua) bulan sejak
diterbitkannya SKPDLB, Kepalsn Daerah &atan Pe jabat
memherikan imbalan bunge sebesar 2 % {dua persen)
sebulan atons keterlambatan pembayaran kelebinan
prjak.

pasal 29 2§

apahila kelebinan pembayaran pajak diperhitungkan dengan

utang pajak laionya, sebagaimans dimaksud dalam pasal 29 .
ayat (4} , pembaysrannya dilakukan dengan cara pemindah

bakuan dan bukti pemindah bukuan jugs berlaku sebagai  bukti

pembayaran,

BAaBR XIII1
EADALUWARSA
Pazal ¥ £9

fra . Hak urntuk melakukan pensgihan pajak, kadaluwarsa
getelah melampavi jangka waktu 5 {1ima} tshun terhitung
sejak saat teTulangnys pajak, kecuali apabila wajib
paiak melakukan tindak pidana di hidang perpajakan
deeran.

(2), Kadaluwarsa penagihan pajak sebagaimana dimaksud pada
avat (1) tertangguh apabila

5. TMiterbitkan Surst Teguran dan Surat Paksa atau;

b, Ada pengakuan utang pajak dari wajib pajak haik
langsung maupun tidak langsung.

AR W1V
KETENTUAN PIDANHA
FPaszal 30

(1), Wajib Pajak vanp kareéena keslpaannya tidak menyampali-
Yan SPTPD atau mengisi dengan tidak bkenar atau tidak
lengkap atau melsmpirkan kKeterangan yang tidak benar
sehingga merugikan kKeuangan Daerah dapat dipidana
dengan pidana Xurungan paling lama |1 {satu} tahun
dan atau denda paling banyak 2 (dua) kali jumliah
piiak vang terutang.



Weiib Pajak yang dengan sengaja tidak menyampaikan
SPTPL atau mengisi dengon tidak benar atau tidak
lenckap atau melampirkan keterangan Yang tidak bepnar
sehingga merugikan Keuangan Daerah dapat dipidana
dengan pidana penjara paling lama 2 {dua) tahun dan
atau dendn paling banvak 4 (empat) kali jumlah pajak
vang terutsng.

——
| )
——

Fasal 31}
Tindak plidana sobagaimana dimeksud dalam pasal 3@
ridak dituntut setelsh melampauvi jangka waktu 10
fsepuluh) tahun sejak saat terutangnyas pajak atau

herakhirnya Masa Pajak BBt B e —BrraA—Tah U

Pl Al i s —Fahun Brg sk

Bald XV
PEHY TDIEAN
Pasal 3X
(1). Pejabat Ppgawai Negeri 8ipil tertentu diling-
kungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus
sebagai Penvidik wuntuk me lakukan penyidikan

tindak pidana dibidang perpajakan Dmerah sebagaimana
dimkaesud dalam Undang - undang Nomor # Tahun 1981
tentang Huokum Acara Pidana.

(2], Wewenang penvidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

adalah

£. Mencrima, mencari, mengumpulkan, dan menelitl
keterangan atauw laporan berkensnan dengan Lindak
picdana di bidang perpajakan daerah nEAar

keterangan atau laporan tersebut menjadi  lengkap
dan jelas;

b. Meneliti, mencari, dan mengumpulkan kKererangan
MENZEnai orang pribadi atau badan tentang
kehenaran  perbuatan  yang dilakukan sehubungan
dengan tindak pidana perpajakan daerah tersebut)

. Meminta ketersngan dan baban bukti dari orang
pribadi atau badan sehubungan dengan tindak
pidana d4i Lidang perpajakan daerah;

g, Memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen=
dokumen  lain berkenaan dengan tindak pidana  di
bidang perpajakan dserah;

g. Melakukan pengeledahan untuk mendapatkan bahan
hulti pembukuan, pencatatan, dan dokumen=
dakumen lain, serta melakukan penyitsan terhadap
hahan bukti terschut;

Ir
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f. Meminta bantuan tenags ahli dalam rengks pelaksa-
naan tugas penyidikan tindak pidana di bidang
perpajakan daerah;

z. Menyuruh berhenti, melarAnNg SeseOTANE meningegal-
ken ruangan atau tempatl pada saat pemerikiaan
sedang berlangsung dan memeriksa identitas OrAang
dan atau dokumen vang dibawa sebpgaimana dimaksud
pada hurufl e.

h, Memotret SescOIlsng Yang berkaitan dengan tindak
pidane perpajakan daerah;

i. Memanggil orang untuk didengar kelerangannya dun
diperiksa schagai tersangka atau saksi;

j. Menghentikan penyidikan;

k. Melakukan tindakan lain yang perlu untuk
kelancaran penyidikan tindak pidana di ©bidang
perpajakan dasrah menurui bhukum ¥ang dapat
dipertanggung jawabkan;

i3], Penvidik sebagaimand dimaksud pada ayal (1)}
memberitahukan dimelainye penyidikan dan

menyampaikan hasil penyidikannys kepada Penuntut
Umum, Sesuxi dengan ketentuan Yallg diatur dalam
Undang-undang Momor 2 Tahun 1981 tentang Hulkum Acara

Fidana.
BAB AVWI
KETENTUAN PENUTUP
Pesal 1%
#al =~ hal yang belum diatur dalam peraturan Daerah ini

sepanjang mengensai Pelaksanaannya ekan ditetapkan lebiih
lanjut oleh Kepala Naarah.

Pasal jif

Dengan berlakunya Peraturan paerah ini, maka Peraturan
Laerah Kabupaten Daerah Tingkat II Musra Epim Nomor 15
Tahun 1981 tentang Pajak Pembangunan I { Lembaran Daerah
tabupaten Taerah Tingkat IT1 Muara Enim Homor & Seri B
tanggal 20 Aktcher 1981 3 beserta pecrubahannya  dan
Peraturan Daerah Kabupalen Daecrah Tingkat 1T Muara Enim
Momor 1 Tahun 1996 tentang Tzin Usaha Fumah Makan dalam
vabupaten Daerah Tingkat IT Muara Enim [ Lembaran
Naerah kKabupaten. Daerah Tingkat 11 Muara Enim Nomor 3
cari B tanggal 24 April 1596 Y Bab IV Pasal &,7, dan ]
serla Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat [1 Muara
Fnim Momor 41 Tehun 195%6 tentang [zin Usaha Losmen
{Hotel Melati) dalan Kabupaten Daerah Tingkat [] Muarge
Enim (Lembaran Daerah Kabupaten baerah Tingkat 17 Muarsa
Tnim Womor 4 Seri B tanggal 21 Februari 1997) Bab VI
nasel 13,143,155 dan 16 dinyatakan tidak merlaku lagi.
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Feraturan
dinndanekan,

Agar

Tingkat

1T MuUA

Daerah

CTLAN EAKYAT DAERAH
Ba ENIM

HOOE

SUNEVA
memerintahkan pengondangan peraturan Daerah inl dengan
penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daeral

il Munra

Pasal 631§

tnnd mulai herlaku pada tanggal

seliap nrang dapat  mengzetabhuinva,

Enim.

Muarna Enim
Januaii
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f.-‘{ﬁ:mw; KEP 414
’U A

ARAN BASBRI

i

DIAAHEAN

Pengan Eepoiuwssn Mceorari Nalam Moo

. " T T R o B

Phmering
n'l.l:"-h. wr=lemihipadn

-'|,'\-|_|| Jk. [odemesia

Idekiviag Teade i

v s Do o i =

+ -
e -
L - -
el "t L]
I % H -k -
ik -
- = I
- - e e [
-
EET = e



